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ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasiona sangat
bergantung pada kualitas Pegawai Negeri Sipil yaitu memiliki sikap disiplin dan
bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Pegawai Negeri Sipil yang
mempunyai perilaku dan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sangatlah penting guna kelancaran tugas negara. Untuk mewujudkan Pegawai
Negeri Sipil yang berkualitas, pemerintah menetapkan sebuah peraturan tentang
disiplin yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil yang dimana peraturan tersebut berisi sebuah kewgjiban dan
larangan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Namun pada
kenyataannya, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut
hingga saat ini masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran, baik itu
melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, maupun melakukan suatu hal
yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis
empiris yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan penelitian yang
dilakukan secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut dengan mendasarkan pada data primer sebagal data utamanya.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan observas
dengan beberapa Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil terutama
pelaksanaan pada pasal 3 dan 4 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Garut sudah terlaksana dengan baik, walaupun masih ada beberapa
pegawai yang melakukan pelanggaran seperti pelanggaran terhadap jam masuk
kerja dan tidak melayani masyarakat dengan sebaik-bailknya. Namun, semua
pegawai yang melakukan. pelanggaran tersebut sudah. diberikan sanks sesuai
dengan yang diatur dalam Peraturan.Pemerintah Nomor.53 Tahun 2010.

Kata Kunci: Peraturan, Pegawai Negeri Sipil, Disiplin
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MOTTO

IFYOU THINKYOU CAN, YOU CAN!

YOUCANDOIT!

Fercagala!'x_jika kamu berpikir kamu 3ai<in bisa, kamu Pasti bisal ©
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk masa depan yang selalu jadi harapan dan untuk beribu tujuan yang
harus diperjuangkan.

Karya ini saya persembahkan untuk harta yang paling berharga dalam
hidupku, Ibu dan Bapakku tercinta, Kakak dan Adikku tersayang, beserta keluarga
yang selalu memberi semangat dalam hidup. Merekalah hidupku, inspirasiku,
tujuan hidupku dan semangatku. Ku persembahkan seluruh perjuanganku ini

untuk kalian penyemangatku.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Tranditerasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan

« Ba’ B Be

< Ta’ i Te

< fa’ O s (dengan titik di atas)

@ Jim J Je

z Ha’ O Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh K dan h

3 Dal D De

3 Zal Z Z (dengan titik di atas)

D) Ra’ R Er

D) zZa’ Z Zet

e Sin S Es

B Syin Sy Esdanye

) Sad 0 Es (dengan titik di bawah)
U= Déad 0 De (dengan titik di bawah)
BN T& O Te (dengan titik di bawah)

viii
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L 7y’

& ‘Aln
a Gain
- Fa’

S Qaf

| Kaf

dJ Lam

o Mim
8] Nin
9 Wawu
° Ha’

¢ Hamzah
s Ya’

Zet (dengan titik di bawah)
Komaterbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

<

el

(4

em
‘en
W
Ha
Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulisrangkap

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah

‘iddah

C. Ta’ Marbatah di akhir kata

1. Bilata’ Marbltah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
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EULCN Ditulis hikmah

EEREN Ditulis Jizyah

2. Bilata’ Marbatah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua

itu terpisah, makaditulis dengan h

REPEWES Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bilata’ Marbutah hidup dengan héarakat fathah, kasrah dan dammah

ditulist

hdll 387y Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

Z fathah Ditulis A
_ Kasrah Ditulis |
Z dammah Ditulis U

E. Vokal Panjang

fathah-+alif Ditulis A
' L Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis A
2 st Ditulis Tansa
3 | Kasrah+ya’ Mati Ditulis 0
X

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



S Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U

PR

U 8 Ditulis furad

F. Vokal Rangkap

fathah+ya’ mati Ditulis Al

. prere Ditulis bainakum
fathah+wawu mati Ditulis Au

? Js8 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan voka pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ()

1 eﬁﬁ Ditulis a’antum
2 ei)s-wuﬂ Ditulis La%in'syakartum

H. Kata SandangAlif+Lam

1. Bilakatasandang Alif+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

ol Ditulis Al-Qur’an
ol Ditulis Al-Qiyas
Xi
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2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (e)-nya.

oW Ditulis as-Sama
Ol Ditulis as-Syams
I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Y ang Disempurnkan (EY D).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
o2 4l 55 Ditulis ZawT al-furad
AL A Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian
Sistem trandliterasi ini tidak berlaku pada
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: a-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasa dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR
FNEN B\ NEYEg LY e
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufig, dan
hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan
lancar. Shalawat serta salam tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad
SAW, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama
demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu
yang diridhoi Allah SWT yaitu Agama Islam.
Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang
berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53
TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASAL 3
DAN 4 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GARUT” secara lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan
banyak terima kasih kepada berbagal pihak yang ikut berperan dalam menyusun
sKripsi ini, yang terhormat yaitu:
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menyelesaikan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan bapak di balas
oleh Allah SWT.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan
yang demokratis, bersih dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi
rakyat dan pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi sebagal salah satu
tuntutan reformasi telah menjadikan awal timbulnya kesadaran akan
mekanisme birokras dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk
menata sistem pemerintahan yang baik. Sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, saat ini telah terjadi perubahan yang mendasar
berupa perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik. Dalam
konsep pemerintahan yang bak (good governance), Bappenas menjelaskan
mengenai prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalan mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, meliputi: visioner, transparan, responsif, akuntabel,
profesionalitas, efisien dan efektif, desentralisasi, demokrasi dan berorientas
pada konsensus; partisipatif, kemitraan, supremas -hukum, pengurangan
kesenjangan, komitmen pada pasar, dan komitmen pada lingkungan hidup.*

Berdasar prinsip tersebut, maka birokras merupakan bagian penting
dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan guna menciptakan tata pemerintahan
yang baik. Birokras sebagai front liner akan selalu berkaitan dengan

pembinaan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan karenanya akan

! Tedi Sudrajat, “Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian,” Jurnal
Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3 (September 2008), him. 213.
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timbul pergeseran paradigma dalam pelayanan publik yang secara otomatis
menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian meliputi penataan
kelembagaan birokras pemerintahan, sistem, dan penataan managemen
kepegawaian. Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki arti
sebagal pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan untuk menjamin
terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara
berdaya guna dan berhasil guna dan dalam rangka upaya mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.?

Dalam konteks hukum kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil sebagai
unsur aparatur negara memiliki peranan yang sentral dalam membawa
komponen kebijaksanaan dan peraturan-peraturan pemerintah. Peranan dari
Pegawai Negeri Sipil seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran “not the
gun, the man behind the gun” yaitu bukan senjata yang penting melainkan
manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak
mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan
senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Hal ini berarti
bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan
dalam melaksaniakan fungsi’ pelayanan dan pembangunan/hasional .2

Sistem pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional
yang baik dan teratur sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara.
Salah satu unsur yang berpengaruh adalah adanya Pegawai Negeri Sipil yang

berkualitas, disiplin, bertanggung jawab akan tugas dan kewajibannya. Pada

2 | bid.
3 Ibid., him. 214.
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dasarnya jiwa kedisiplinan tersebut mutlak harus dimiliki, ditanamkan dan
dipupuk oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur birokrasi dalam
pelaksanaan berbagal rutinitas keseharian, ha ini mengingat eratnya
hubungan antara disiplin dalam kerja dengan motivas kerja yang berimbas
pada produktivitas dan pelayanan prima pada masyarakat yang juga
merupakan tujuan dari reformasi birokrasi.*

Dalam rangka mewujudkan Pegawal Negeri Sipil yang berkualitas,
disiplin, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan
pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian
melahirkan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawal Negeri Sipil untuk menggantikan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawa Negeri Sipil
karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat
ini.

Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawal Negeri Sipil ini antara
lan memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat
dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah terbukti melakukan
pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang

* Andi Yeni Yunianti, “Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosia dan IImu Politik, Universitas
Hasanudin, Makassar (2014), him. 2.
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bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan
memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis
hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin,
yang antara lain hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat disesuaikan
dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak
dari pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
peabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam
menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan
bagi pegabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Dengan adanya peraturan ini juga diharapkan Pegawai Negeri Sipil
selalu siap sedia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional
dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi-dan nepotisme (KKN). Oleh
karena itu, aparatur pemerintah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat
penting sebaga penggerak dalam menjal ankan roda pemerintahan.

Ada sgumlah permasalahan yang dihadapi birokrasi Indonesia,
permasal ahan tersebut antara lain besarnya jumlah Pegawai Negeri Sipil dan
tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya kualitas dan
ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan

ketidakjelasan jalur karir yang dapat ditempuh.
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Sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tentang
birokrasi dinyatakan bahwa mereka, Pegawai Negeri Sipil pusat maupun
daerah kerja santal, pulang cepat dan mempersulit urusan serta identik dengan
sebuah adagium, "mengapa harus dipermudah apabila dapat dipersulit”.
Gambaran umum tersebut sudah sedemikian melekatnya dalam benak publik
di Indonesia sehingga banyak kalangan yang berasums bahwa perbedaan
antara dunia preman dengan birokrasi hanya terletak pada pakaian dinas sgja.”

Salah satu contohnya sga, pada tahun 2017 terdapat kasus
pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawa Negeri Sipil di Instansi
Pemerintahan Kabupaten Garut yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh
sgjumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil). Total ada 10 Pegawa Negeri Sipil dan satu Tenaga Kerja
Kontrak (TKK) yang mendapat sanksi dari Badan Kepegawaian dan Diklat
(BKD) Kabupaten Garut karena terlibat kasus pungutan liar (pungli). Para
Pegawal Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut
tertangkap tangan oleh Satreskrim Polres Garut karena melakukan pungli
untuk pembuatan kartu tanda penduduk (K TP) dan akta kelahiran.® Padahal
sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembuatan kartu tanda

penduduk dan akta kelahiran tidak dipungut biaya sama sekali.

® Titin Nur Haydah, “Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil Daerah (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)”, Fakultas Hukum,
Universitas Brawijaya, Malang (2012), him. 1.

® http://jabar.tribunnews.com/, akses 19 Februari 2018 pukul. 11.30 WIB.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil, para pegawai tersebut sudah melanggar pasal 3 angka
14 yang berbunyi “setiap PNS wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat” dan pasal 4 angka 8 yang berbunyi “setiap PNS dilarang
menerima hadiah atau suatu pemberian apa sgja dari Sigpapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”. Ini dapat diartikan
bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tersebut tidak
dibenarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena sudah
merugikan masyarakat yang seharusnya bisa dilayani dengan baik.

Berdasarkan pasal 13 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010, jenis pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin berat
yang terdiri dari: (a) penurunan pangkat setingkat |ebih rendah selama 3 (tiga)
tahun; (b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah; (c) pembebasan dari jabatan; (d) pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagal PNS; dan (€) pemberhentian tidak dengan
hormat sebagal PNS.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil Pasal 3 dan 4 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Garut, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan sudah sejauh mana penegakan aturan disiplin dan penerapan

hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tersebut, dan kemudian menganalisis

skripsi ini dengan menggunakan pandangan maslahah.

B. Rumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah
pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal Negeri Sipil
Pasal 3 dan 4 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Garut?

2. Bagaimana tinjauan maslahah terhadap upaya pembinaan disiplin pada
Pegawai - Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Garut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah
sebagai. berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. untuk “menjelaskan bagaimana’ pandangan ‘maslahah terhadap
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama pelaksanaan pasal 3 dan 4 yang
dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Garut.
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b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan maslahah terhadap upaya
pembinaan disiplin pada Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

2. Kegunaan Pendlitian

a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan
tentang disiplin pegawa dan dapat memahami pelaksanaan hukuman
disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta dapat
memberikan  kontribusi  pemikiran bagi pengembangan ilmu
pengetahuan, umumnya bagi ilmu Hukum Tata Negara khususnya
dalam ha implementasi.

b. Kegunaan Praktis
Diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi pihak
atau kepada lembaga yang bersangkutan untuk melakukan upaya-upaya
dalam ‘meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut berdasarkan
Peraturan Pemerintah'Nomor 53 Tahun 2010.

c. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang ingin melakukan

penelitian serupa.

D. Tedlaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini,

diantaranya adal ah:
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Pertama, skripsi Didik Sutarto, “Pelaksanaan Peraturan Disiplin
Pegawal Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 di
Kejaksaan Negeri Semarang”, mengkaji pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri
Sipil kaitannya dengan Undang-undang No0.43 Tahun 1999 serta meneliti
hambatan-hambatan yang timbul dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai
Negeri Sipil dan bagaimana mengatasinya. Dan penelitian ini dilakukan di
lingkungan K ejaksaan Negeri Semarang.”

Kedua, skripsi Hendri Yunianto, “Pelaksanaan Peraturan Disiplin
Pegawal Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 di
Kantor Kecamatan Panggang”, membahas Pelaksanaan Peraturan Disiplin
Pegawal Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.43 Tahun 1999 di
Kantor Kecamatan Panggang, hambatan-hambatan yang timbul dalam
meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan upaya dalam mengatas
hambatan-hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawa Negeri Sipil.
Dan pendlitian ini dilakukan di Kantor K ecamatan Panggang.®

Ketiga, skripsi-Rani Novita Sari, “‘Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No0.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas
Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul”, membahas
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Menengah dan Non

" Didik Sutarto, “Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Undang-undang No.43 Tahun 1999 di Kejaksaan Negeri Semarang”, Skripsi Fakultas Hukum,
Universitas Darul Ulum Islamic Cenre, Semarang (2008).

8 Hendri Yunanto,”Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Undang-undang No0.43 Tahun 1999 di Kantor Kecamatan Panggang”, Skrips Fakultas Hukum,
Universitas Ahmad Dahlan, Y ogyakarta (2012).
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Formal Kabupaten Bantul, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya
pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dan upaya-upaya meningkatkan
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Menengah dan Non
Formal Kabupaten Bantul. Pendlitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan
Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul.®

Keempat, skripsi Andi Yeni Yunianti, “Implementasi Kebijakan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Provins Sulawes
Selatan”, membahas tentang penerapan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawes Selatan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawa Negeri Sipil.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provins Sulawes Selatan.™

Dari beberapa skripsi yang diuraikan di atas, penelitian ini berbeda
dengan penelitian pada skripsi-skripsi tersebut. Penelitian ini tentang
Implementasi atau pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 dan 4 yang dilakukan pada
Dinas Kependudukan. dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Kemudian,
pendlitian ini menggunakan pandangan maslahah- (kemaslahatan), sehingga

penelitian ini'berbeda dengan penelitian sebelumnya.

° Rani Novita Sari, “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawal Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten
Bantul”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Y ogyakarta (2015).

19 Andi Yeni Yunianti, “Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosia dan IImu Politik, Universitas
Hasanudin, Makassar (2014).
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E. KerangkaTeoritik

Teori Maslahah

Ibnu Qayyim berkata: “Sesungguhnya syari’at itu dasar dan asasnya
adalah hukum dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan di
akhirat. Seluruhnya adalah: keadilan, rahmat dan hikmah. Maka setiap
masalah yang keluar dari keadilan adalah kecurangan, yang keluar dari
rahmat adalah keburukan, yang keluar dari maslahat adal ah kemafsadatan dan
yang keluar dari hikmah adalah kesia-siaan. Itu semua bukanlah syari’at,
sebab syari’at adalah keadilan Allah yang ada di antara hamba-hambaNya,
dan rahmat di antara makhluk-makhlukNya dan naungan pada buminya, serta
hikmahNya yang menunjukkan kepadaNya, dan kepada kebenaran Rasul-
Nya”.

Secara etimologi maslahah adalah sama dengan manfaat, baik dari
segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan
yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat definisi
maslahah * yang -dikemukakan “ulama, " tetapi * ‘seluruh  definisi  tersebut
mengandung esensi yang sama. Imam al-Gazall, mengemukakan bahwa pada
prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan
dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu:
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang
melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek

tujuan syara’ diatas maka dinamakan maslahah. Disamping itu upaya untuk
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menolak kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’

tersebut juga dinamakan dengan maslahah.**

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli
ushul figh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1. Maslahah al-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan
kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan
seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta

2. Maslahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang
berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan
mendasar manusia.

3. Maslahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap
berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama ushul figh
membaginya kepada dua macam, yaitu:

1. Maslahah al-‘Ammah, yaitu kemaslahatan ‘umum yang menyangkut
kepentingan orang_banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk
kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas

umat atau kebanyakan umat.

1 Nasrun Haroen, Ushul Figih I, cet. ke. 1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1996),
him. 114.
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2. Maslahah al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang
sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan
perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, menurut
Muhammad Mushthafa al-Syalabi, guru besar ushul figh di Universitas al-
Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

1. Maslahah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak
berubah sampai akhir zaman.

2. Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah
sesual dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara’ terbagi kepada
tiga macam, yaitu:

1. Maslahah al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung syara’.
Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis
kemasl ahatan tersebut.

2. Maslahah al-Mughah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena
bertentangan syara’.

3. Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak
didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan/ ditolak syara’ melalui dalil
yang rinci.*?

Dalam pendlitian ini, peneliti menggunakan teori maslahah untuk

membedah dan melihat sejauh mana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2 |bid., him. 129.
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2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini membawa kemaslahatan bagi

seluruh komponen masyarakat, khususnya bagi masyarakat K abupaten Garut.

F. Metode Pendlitian

Berkaitan dengan penelitian yang penyusun laksanakan, maka berikut
ini akan dijelaskan mengenai tahap-tahap penelitian:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka, yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dan penelitian studi
kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku,
peraturan perundang-undangan, dan media internet yang berkaitan dengan
disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sifat Pendlitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu cara
pendekatan permasal ahan yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku
sekaligus dalil-dalil hukum Islam. Penelitian dilakukan secara langsung di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dengan
mendasarkan pada data primer sebaga data utamanya.
3. Bahan Penelitian
a DataPrimer
Dataini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut khususnya di  Dinas
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Dengan
mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

b. Data Sekunder
Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan seperti membaca buku,
surat kabar, media internet dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan (observasi) akan digunakan penulis untuk
mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lokasi penelitian agar
diperoleh data yang akurat dan memperoleh informasi yang
berhubungan dengan disiplin kerja pegawal. Yatu pengamatan dan
pencatatan data secara sistematik terhadap gegjaa yang nampak pada
objek penelitian.

b. Studi kepustakaan akan digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah
dokumen hasil “penelitian, perundang-undangan dan media internet,
yang berkaitan dengan yang diteliti.

c. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik
wawancara (interview), yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan
pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Garut.
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5. Andlisis Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif
kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengel ompokan dan menyeleksi
data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan
kebenarannya.™® Kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas,
unsur dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah penulisan ini, maka penulis dalam
penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub
bab yang disesuailkan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika
pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang melipui latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangkateoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori yang berisi
penjelasan mengenai-Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pengertian Pegawai
Negeri Sipil dan Disiplin Pegawal Negeri Sipil, dasar hukum pengangkatan
Pegawal Negeri Sipil, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Kemudian
teori yang akan digunakan untuk mengulas kasus yang dijadikan bahan
penelitian, yaitu teori maslahah, dimulai dari pengertian, serta lingkup

bahasan yang ada didalamnya.

13 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Press), him. 32.
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Pada bab ketiga, pembahasan akan ditujukan pada deskripsi lokasi
penelitian yang meliputi letak geografis, tugas dan fungsi, kedudukan,
susunan organisasi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan
analisis data dengan pandangan maslahah. Dimana dalam bab ini akan
memuat mengenai implementas hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal
Negeri Sipil, serta pembinaan disiplin pada Pegawal Negeri Sipil di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. Kemudian memuat
analisis Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil dengan pandangan maslahah.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian
yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan mengenai

kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.
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PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 3 dan 4 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut,
maka dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Secara keseluruhan, pelaksanaan atau implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
dilakukan Pegawal Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Garut merupakan wujud dari sebuah pemeliharaan harta.
Ketaatan para Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan merupakan bentuk
dari sebuah pemeliharaan harta. Para Pegawa Negeri Sipil pada dinas
tersebut berusaha untuk melaksanakan setiap kewagjiban dan tidak
melakukan. pelanggaran: yang telah ditentukan dalam sebuah Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 agar mereka bisa mendapatkan haknya
yaitu gaji dan tunjangan untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya.

2. Pembinaan mental spiritual yang ditunjukkan melalui ceramah-ceramah,
kuliah tujuh menit (kultum), shalat wajib berjamaah, kemudian juga
membaca QS. Al Fatihah dan ayat-ayat Al-Qur’an pada 10 (sepuluh) menit
pertama merupakan bentuk realisasi dari sebuah pemeliharaan agama.

Dengan pembinaan mental spiritual diharapkan akan memberikan
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ketenangan jiwa dan pikiran Pegawai Negeri Sipil agar para pegawai dapat
bekerja dengan tenang dan sebaik mungkin sehingga para pegawai dapat
mendapatkan hak-haknya dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan
apabila hasil dari pembinaan tersebut dipelgjari dan diresapi dengan baik,

maka tentu akan membawa kemaslahatan bagi para Pegawai Negeri Sipil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penyusun akan memberikan sedikit
saran kepada pegawa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Garut agar para pegawai terutama Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan
sikap disiplinnya, antaralain:

1. Sebisa mungkin untuk pembinaan disiplin pegawai yang dilakukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tidak hanya
diakukan pada saat rapat evaluasi, melainkan dilakukan pula rapat yang
secara khusus membahas tentang disiplin Pegawal Negeri Sipil.

2. Mengingat . Pegawai. Negeri Sipil merupakan. aparatur negara yang
kewajibannya melayani masyarakat, maka perlulah adanya kesadaran dari
diri sendiri- untuk. menumbuhkan sikap disiplin. dan bertindak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan agar tugas pemerintahan dan
pembangunan dapat terselenggara dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa sedikit karya yang penyusun hasilkan dari
penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintan Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 dan 4 di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut” ini masih sangat
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jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga
dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat skripsi ini masih begitu
banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penyusun juga masih
terbatas pengalaman.

Sehingga skripsi yang penyusun hasilkan sangat kurang maksimal.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat
penyusun butuhkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang belum
penyusun sempurnakan. Hal ini  juga diperlukan dalam rangka
mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat
mengembangkan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema
yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Penyusun berharap akan ada
penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari

berbagai sudut apapun.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

¢.” bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan
Pegawal Negeri Sipil untuk menaati kewagjiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2. Pegawa Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.

3. Pelanggaran disiplin adalah setigp ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
ditakukan-di 'dalam maupun.di luar jam kerja.

4. Hukuman disiplin ‘adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

5. . Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pegabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pegabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/K ota adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur wewenang pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS.

6. Upaya. ..
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6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh
oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang
dijatunkan kepadanya berupa keberatan atau banding
administratif.

7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin yang dijatuhkan olen peabat yang berwenang
menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang
menghukum.

8. Banding administratif adalah upaya administratif yang
dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat
yang berwenang menghukum, kepada  Badan
Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon
PNS.

BAB I
KEWAJBAN DANLARANGAN

Bagian Kesatu
Kewagjiban

Pasal 3
Setiap PNSwajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia. . .
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setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara K esatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan;

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab;

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat PNS;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus dirahasiakan;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil;

masuk kerja dan menaati 'ketentuan jam kerja;

mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier; dan

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.

Bagian Kedua. . .
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Bagian Kedua
Larangan

Pasal 4

Setiap PN S dilarang:

1.

2.

menyalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan
orang lain;

tanpaizin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan/atau lembaga  atau organisasi
internasional;

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga
milik negara secara tidak sah;

melakukan ' kegratan® 'bersama’ ‘dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di - dalam maupun di
luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak" lain, yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara;

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan
dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

menerima hadiah atau suatu pemberian apa sgja dari
Siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan . . .
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10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan
kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannyatugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara
a. ikut sertasebagal pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan
atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain; dan/atau
d.  sebagai peserta kampanye dengan

menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b.. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, aakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesual peraturan perundang-
undangan; dan

15. memberikan. . .
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15. memberikan dukungan kepada caon Kepaa

Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi
peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat.

BAB 111
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 6 . ..
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Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan  pidana, PNS vyang melakukan
pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(2)  Jenis - hukuman disiplin  ringan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari:
a. teguran lisan;
b. tegurantertulis; dan
Cc.  pernyataan tidak puas secaratertulis.

(3) Jenis  hukuman disiplin  sedang  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a.  penundaankenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun;

b. © penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan  pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;

c. pembebasan . ..
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c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

2. 1. menaati segala peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

4. menjunjung . ..
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4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;
5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerjg;
6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerjg;
7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada unit kerja;
8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;
9. —masuk kerja. dan- menaati -ketentuan jam Kkerja
sebagal mana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;

b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

c. pernyataan . . .
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Cc. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11
(sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara

dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada unit kerja;

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila
pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan Karier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan
tidak sengaja; dan

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat
yang ‘berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
unit kerja

Pasal 9

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1.

mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran dilakukan
tanpa alasan yang sah;

2. mengucapkan. . .
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2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan
tanpa alasan yang sah;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi
instansi yang bersangkutan;

4. menaati segala peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang
bersangkutan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang
bersangkutan;

6. . ‘menjunjung. tinggi kehormatan: negara, pemerintah, dan
martabat PNS sebaga manadimaksud-dalam Pasal 3 angka
6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
yang-bersangkutan;

7.  mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran
berdampak negatif padainstansi yang bersangkutan;

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut  perintah  harus dirahasiakan Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 8 apabila pelanggaran
berdampak negatif padainstansi yang bersangkutan;

9. bekerja. ..
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9. Dbekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi instansi yang bersangkutan;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada instansi yang bersangkutan;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai
dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai
dengan 25 (duapuluhlima)-hari kerja; dan

c. . penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam)
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawa yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila
pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai
25% (dua puluh lima persen) sampa dengan 50% (lima
puluh persen);

13. menggunakan. . .
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menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif
padainstansi yang bersangkutan;
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila
pelanggaran dilakukan dengan sengaj a;

memberikan  kesempatan kepada bawahan  untuk
mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan
sengaja; dan

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
peabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak
negatif padainstansi yang bersangkutan.

Pasal 10

Hukuman-disiplin berat. sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7
ayat-(4) dijatuhkan’bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau

negara;

2. menadti . ..
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2. menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negara;

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negarg;

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan
martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;

5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut  perintah harus dirahasiakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemerintah dan/atau negara;

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;

9. masuk . . .
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9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki
jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga
puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari
kerja;

c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki
jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat
puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima)
hari kerja; dan

d.. 'pemberhentian’ dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
sebagal PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
adlasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari
kerja atau lebih;

10. mencapal sasaran kerja pegawa yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila
pencapaian sasaran kerja pegawal pada akhir tahun
kurang dari 25% (dua puluh lima persen);

11. menggunakan . . .
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11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;

12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap L arangan

Pasal 11

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap |arangan:

1.  memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak
bergerak, . dokumen atau «surat berharga milik negara,
secara tidak sah. sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 4
angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

2. _melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sgjawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;

3. bertindak . ..
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3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila
pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan
kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan; dan

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 12

Hukuman disiplin sedang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara
tidak 'sah 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif - pada instansi yang
bersangkutan;

2. - melakukan  kegiatan bersama dengan atasan, teman
sgjawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran
berdampak negatif padainstansi yang bersangkutan;

3. bertindak . ..
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3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila
pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

4. meakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan
kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran
berdampak negatif bagi instansi;

6. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana
kampanye,  menjadi peserta  kampanye  dengan
menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai
peserta, kampanye, dengan. - mengerahkan PNS lain,
sebagaimana dimaksud_dalam Pasal 4. angka 12 huruf a,
huruf b, dan huruf /c;

7. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil = Presiden 'dengan @ cara mengadakan
kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
gakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada
PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 13 huruf b;

8. memberikan . . .
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8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk sesual peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
14; dan

9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan
kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
15 huruf a dan huruf d.

Pasal 13

Hukuman disiplin berat_sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) dijatuhkanbagi pelanggaran terhadap |arangan:

1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan
orang lain sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;

3. tanpa. . .
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3. tanpaizin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadai kan, menyewakan,
atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak
bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negara;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sgjawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan
dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan
sebaga mana dimaksud ‘dalam- Pasal 4 angka 7;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saga dari
siapapun juga yang berhubungan dengan' jabatan dan/atau
pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
8;

9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah
satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan
kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

10. menghalangi . . .
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10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

11. memberikan dukungan kepada caon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;

12. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf g
dan

13. memberikan dukungan kepada calon K epala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang
terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau
membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye sebagaimana - dimaksud dalam
Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf. c.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewagjiban masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka
9, Pasal 9 angka 11, dan Pasa 10 angka 9 dihitung secara
kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Pegjabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 15

Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi
PNS yang menduduki jabatan struktural eselon 1 dan
jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya
menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e.

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat
Pembina Kepegawaian.

Pasal 16

Pgabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon | di lingkungannya untuk
jenis hukuman "disiplin- sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf g;

2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4);

3. fungsional umum golongan ruang 1V/d dan
golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan huruf €

4. struktural . . .
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struktural eselon Il dan fungsiona tertentu
jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
struktural eselon Il di lingkungan instansi
vertikal dan pgabat yang setara yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

fungsional umum golongan ruang 1V/a sampai
dengan golongan ruang 1V/c di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan huruf €;

struktural eselon 111 ke bawah, fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di
lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf c dan ayat (4); dan

fungsional ' umum “golongan ruang Il1l/d ke
bawah di' lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e.

b. PNSyang dipekerjakan di lingkungannyayang
menduduki jabatan:

1.
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fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat

(4) huruf b dan huruf c;

fungsional umum golongan ruang 1V/d dan
golongan ruang I1V/e untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan

struktural eselon Il ke bawah dan fungsiona
tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan
huruf c;

c.  PNS yang diperbantukan di lingkungannya

yang menduduki jabatan:

1.
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struktural eselon | untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) huruf &

fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a,
huruf b, dan huruf . c;

fungsional umum golongan ruang 1V/d dan
golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) huruf &

struktural eselon Il dan fungsional tertentu
jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;

5. fungsional . . .
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fungsional umum golongan ruang 1V/a sampai
dengan golongan ruang IV/c untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat

(4) huruf &;

struktural eselon Il ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf ¢ dan
ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

fungsional umum golongan ruang IllI/d ke
bawah  untuk  jenis  hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) huruf ¢ dan ayat (4) huruf a;

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi
induknya yang menduduki- jabatan:

1.
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struktural eselon | untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a;

struktural eselon Il ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis
hukuman . disiplin. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat

(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf €;
dan

fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf €

e. PNS. ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya
yang menduduki jabatan struktural eselon Il ke
bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang 1V/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf
d dan huruf e;

f.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
negara lain atau badan internasional, atau tugas di
luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.

(2)  Pejabat struktural eselon | dan pgabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1. struktural eselon I, fungsional tertentu jenjang
Madya, dan fungsional umum golongan ruang
IV/a sampai dengan golongan ruang 1V/c di
lingkungannya, untuk -jenis -hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan

2. struktural eselon |11, fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan fungsional umum
golongan ruang Ill1/b sampai dengan I1l/d di
lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf adan huruf b;

b. PNS. ..
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon |1, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya,
dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon 111, jabatan
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsiona umum golongan ruang Ill/b
sampal dengan golongan ruang IllI/d untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf adan huruf b.

(3) Pejabat struktural eselon 11 dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon 111, fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan fungsional umum
golongan ruang lll/c dan golongan ruang I11/d
di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

2. struktural eselon 1V, fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan
fungsional umum golongan ruang Il/c sampai
dengan golongan ruang I11/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan
huruf b;

b. PNS. ..
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon |11, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda
dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang |l1/c dan golongan ruang I11/d untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon 1V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang ll/c sampai dengan golongan ruang I11/b untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(4) Pejabat  struktural eselon |l yang atasan
langsungnya:

a. Pgabat Pembina K epegawaian; dan

b.. .Pgjabat struktural ,eselon. | yang bukan Pejabat
Pembina Kepegawaian,

selan ' menetepkan  ‘penjatuhan -hukuman  disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berwenang
menetapkan penjatunan hukuman disiplin bagi PNS yang
menduduki jabatan struktura eselon IV ke bawah, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang
I11/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) huruf c.

(5) Pejabat . . .
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(5) Pgabat struktural eselon |l dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan
fungsional umum golongan ruang Il/c sampai
dengan golongan ruang I[I1/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
fungsional umum golongan ruang Il/a dan
golongan ruang I1/b di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf adan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon 1V, jabatan fungsional tertentu jenjang
Partama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang /¢ sampai dengan
golongan ruang 1 11/b untuk ‘jenis hukuman disiplin
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang ll/a dan golongan ruang Il/b untuk jenis
hukuman disiplin  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf adan huruf b.

(6) Pejabat . . .

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-
(6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
fungsional umum golongan ruang ll/a dan
golongan ruang I1/b di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. fungsiona umum golongan ruang l/a sampai
dengan golongan ruang I/d untuk hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf adan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang I1/a dan golongan
ruang /b untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki' jabatan fungsiona ' umum golongan ruang
I/a. sampai’ dengan golongan ruang I/d untuk
hukuman ' disiplin .. sebagaimana dimaksud dalam
Pasa 7 ayat (3) huruf adan huruf .b.

(7) Pgabat struktural eselon V dan pgabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang
I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
b. PNS. ..
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang l/a sampai dengan golongan
ruang I/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 17

Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin  bagi PNS yang dipekerjakan atau
diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c.

Pasal 18

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provins
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a.  PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon | di lingkungannya untuk
jenis hukuman disiplin- sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf’ a;

2. _fungsional tertentu __jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4);

3. fungsional umum golongan ruang 1V/d dan
golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan huruf €

4. struktural . . .
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struktural eselon Il dan fungsional tertentu
jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
fungsional umum golongan ruang IV/a sampai
dengan golongan ruang 1V/c di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan huruf €;
struktural eselon Il ke bawah, fungsiona
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di
lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf c dan ayat (4); dan

fungsional umum golongan ruang Ill/d ke
bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf; e

b. ' PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang
menduduki jabatan:

1z
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struktural eselon | untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat

(4) huruf b dan huruf c;

3. fungsional . . .
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fungsional umum golongan ruang [V/d dan
golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan

struktural eselon Il ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan
huruf c;

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan:

1.
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struktural eselon |, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a,
huruf b, dan huruf c;

fungsional umum golongan ruang [1V/d dan
golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat(2), ayat (3),dan ayat

(4) huruf &

struktural .eselon H dan fungsional tertentu
jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;

fungsional umum golongan ruang 1V/a sampai
dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis
hukuman disiplin  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat

(3) dan ayat (4) huruf a;

6. strukturad . . .
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struktural eselon Il ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf ¢ dan
ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

fungsional umum golongan ruang Ill/d ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) huruf ¢ dan ayat (4) huruf a;

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya
yang menduduki jabatan:

1.

struktural eselon 1, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4) huruf g;

struktural eselon 11 ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat

(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf €;
dan

fungsional  umum_golongan ruang IV/e ke
bawah, ~untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf €

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya
yang menduduki jabatan struktural eselon Il ke
bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf
d dan huruf €
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f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
negara lain atau badan internasional, atau tugas di
luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.

(2) Pgabat struktural eselon | menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1. struktural eselon I, fungsional tertentu jenjang
Madya, dan fungsional umum golongan ruang
IV/a sampa dengan golongan ruang 1V/c di
lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

2. struktural eselon |11, fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia,. dan fungsional umum
golongan ruang Il1/b sampai  dengan I11/d di
lingkungannya, untuk-jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf adan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon |1, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya,
dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS. ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon 111, jabatan
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang Il1/b
sampai dengan golongan ruang Il1/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf adan huruf b.

(3) Pejabat struktural eselon |1 menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon 111, fungsiond tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan fungsional umum
golongan ruang Ill/c dan golongan ruang I11/d
di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

2. struktural eselon 1V, fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan
fungsional umum’ golongan ruang ll/c sampai
dengan golongan ruang |11/b-di lingkungannya,
untuk jenis hukuman  disiplin’ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal” 7 ayat (3) huruf a dan
huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon 11, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda
dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang Ill/c dan golongan ruang Ill/d,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS. ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon 1V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang ll1/c sampai dengan golongan ruang I11/b, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(4) Pejabat struktural eselon 1 menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan
fungsional umum golongan ruang Il/c sampai
dengan golongan ruang I11/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
fungsional  umum__golongan ruang ll/a dan
golongan ruang 11/b di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf @ dan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon |V, jabatan fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang Il/c sampai dengan
golongan ruang Il1/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS. ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana
Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang ll/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf adan huruf b.

(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
fungsional umum golongan ruang ll/a dan
golongan ruang I1/b di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. fungsional umum golongan ruang |/a sampai
dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat|(3) huruf adan hurufb;

b.” PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural
eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang Il/a dan golongan
ruang Il/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS. ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang
I/a sampai dengan golongan ruang |/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf adan huruf b.

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang l/a sampal dengan golongan ruang
I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang |/a sampai dengan golongan
ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 19

Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan

penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. —PNS- Daerah " Kabupaten/Kota® dann PNS Daerah
Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang
menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota,
untuk jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat
(4) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf €; dan

b. PNS. ..
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b. PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provins lain yang
dipekerjakan atau diperbantukan pada
Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf b dan huruf c.

Pasal 20

(1) Pgabat Pembina K epegawaian Daerah
K abupaten/K ota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
bagi:

a.  PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota  di
lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) huruf a;

2.. fungsiona | . tertentu, —jenjang Utama di
lingkungannya, untuk. jenis. hukuman disiplin
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4);

3. fungsiona umum golongan ruang 1V/d dan
golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a, huruf d, dan huruf €;

4. struktural eselon Il dan fungsional tertentu
jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4);

5. fungsional . . .
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fungsional umum golongan ruang IV/a sampai
dengan golongan ruang 1V/c di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan huruf €
struktural eselon Il ke bawah dan fungsiona
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di
lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) danayat (4); dan
fungsional umum golongan ruang IllI/d ke
bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e;

b. PNSyang dipekerjakan di lingkungannyayang
menduduki jabatan:

1.
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Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2);

fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis
hukuman = disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat

(4) huruf b dan huruf c;

fungsional umum golongan ruang [1V/d dan
golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan

struktural eselon Il ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4)
huruf b dan huruf c;

c. PNS. ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan:

1.
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Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a,
huruf b, dan huruf c;

fungsional umum golongan ruang 1V/a sampai
dengan golongan ruang [V/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf &;

struktural eselon 1l dan fungsiona tertentu
jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat

(4) huruf a, huruf b;dan huruf c;

struktural ‘eselon Il ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Muda dan- Penyelia ke bawah,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4)
huruf a, huruf b, dan huruf c¢; dan

fungsional umum golongan ruang Ill/c dan
golongan ruang Ill/d, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4) huruf a;

d. PNS. ..
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d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya
yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon Il ke bawah dan fungsional
tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis
hukuman disiplin sebagamana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf €;
dan

2. fungsiona umum golongan ruang IV/e ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf €

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya
yang menduduki jabatan struktural eselon 11 ke
bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang

Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum

golongan IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(@) huruf: d dan huruf; €;

f. ~ PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk
jenis hukuman disiplin sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada
negara lain atau badan internasional, atau tugas di
luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.

(2) Sekretaris. . .
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(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1. struktural eselon Il di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagai mana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2);

2. struktural eselon 111, fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan fungsional umum
golongan ruang lll/c dan golongan ruang Ill/d
di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

3. struktural eselon 1V, fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan
fungsional umum golongan ruang Il/c sampai
dengan golongan ruang I11/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan
huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya: yang “menduduki' jabatan struktural
eselon I, jabatan. fungsional tertentu jenjang Muda
dan  Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang Ill/c "dan golongan ruang I11/d,
untuk jenis hukuman disiplin  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon 1V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang ll1/c sampai dengan golongan ruang I11/b, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(3) Pejabat . . .
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(3) Pejabat struktural eselon |1 menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon 111, fungsional tertentu jenjang
Muda dan Penyelia, dan fungsional umum
golongan ruang Ill/c dan golongan ruang I11/d
di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

2. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan
fungsional umum golongan ruang Il/c sampai
dengan golongan ruang I11/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan
huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon |11, jabatan. fungsional tertentu jenjang Muda
dan Penyelia;, dan. jabatan fungsional umum
golongan ruang lll/c dan golongan ruang Il1/d,
untuk jenis- hukuman - disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon 1V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang I1/c sampai dengan golongan ruang I11/b, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(4) Pejabat . . .
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(4) Pegabat struktural eselon 1

menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNSyang menduduki jabatan:

1. struktural eselon 1V, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang ll/c
sampai dengan golongan ruang Ill/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2); dan

2. struktural eselon 'V, fungsiona tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang ll/a
dan golongan ruang IlI/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf adan huruf b;

b." PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
l[ingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon 1V, jabatan fungsiona tertentu jenjang
Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang Il/c sampai
dengan golongan ruang |IllI/b, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan
Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang ll/a dan golongan ruang Il/b,
untuk jenis hukuman disiplin  sebagaimana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.28?%)_]akwd dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan
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(5) Pejabat . . .
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(5) Pejabat struktural eselon IV dan pegabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNSyang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang
Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
fungsional umum golongan ruang Il/a dan
golongan ruang I1/b di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagai mana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. fungsiona umum golongan ruang l/a sampai
dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf adan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan struktural
eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan
Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang ll/a dan golongan ruang I1/b, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang
menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang
I/a sampal dengan golongan ruang 1/d, untuk jenis
hukuman ™ disiplin “sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf adan huruf /b.

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang
I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2); dan
b. PNS. ..
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang l/a sampai dengan golongan
ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 21

(1) Pgabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.

(2) Apabila Pegabat yang berwenang  menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman
disiplin oleh atasannya.

(3)  Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya
dijatunkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
menjatunkan hukuman . disiplin__terhadap PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 22
Apabila tidak terdapat peabat yang berwenang menghukum,

maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi
kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima. . .
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Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 23

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan
diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan
kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sgjak tanggal
seharusnya yang  bersangkutan  diperiksa  pada
pemanggilan pertama.

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagai mana dimaksud
pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga
maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan
hukuman disiplin berdasarkan aat bukti dan keterangan
yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan
langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam
bentuk berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila. ..
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(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan
kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan
langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman
disiplin;

b. peabat yang lebih tinggi maka atasan langsung
tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai
berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman
hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan
unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) . Tim: Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat
lain yang ditunjuk.

Pasal 26
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau

pgabat yang berwenang menghukum dapat meminta
keterangan dari orang lain.

Pasal 27 . . .
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Pasal 27

(1) Daam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan
sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung
sgjak yang bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku sampa dengan
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-
hak kepegawaiannya sesuai_dengan peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari
jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28

(1) . Berita acara pemeriksaan isebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang
memeriksavdanPNS yang diperiksa:

(20 Daam ha PNS vyang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut
tetap dijadikan sebagal dasar untuk menjatuhkan hukuman
disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita
acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29 . . .
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Pasal 29

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.

(2) Daam keputusan hukuman disiplin  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata
melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya
hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang
terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang
dilakukan.

(2) PNS yang pernah dijatuni hukuman disiplin kemudian
melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama,
kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih
berat ~dari . hukuman , disiplin -terakhir yang pernah
dijatuhkan.

(3) PNS tidak dapeat dijatuhi. hukuman disiplin dua kali atau
lebihuntuk-satu pelanggaran disiplin.

(4) Daam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan
menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala
Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin
kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya
disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 31.. .
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Pasal 31

(1) Setigp penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang
menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS
yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada
pegabat instansi terkait.

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sgjak keputusan ditetapkan.

(4) Daam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak
hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin,
keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB IV
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 32
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding
administratif.

Pasal 33

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a. Presiden;

Pgabat Pembina Kepegawaian untuk  jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;

c. Gubernur . . .
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c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf b dan huruf c;

d. KepalaPerwakilan Republik Indonesia; dan

e. Pgabat yang berwenang menghukum untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2),

tidak dapat digjukan upaya administratif.

Pasal 34

(1) Hukuman disiplin yang dapat digukan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) huruf adan huruf b yang dijatuhkan oleh:

a. Pegabat struktural eselon | dan pejabat yang setara ke
bawah;

b. Sekretaris Daerah/Pgabat struktural eselon |l
Kabupaten/Kota ke bawah/Pejebat yang setara ke
bawah;

c. Pgabat struktural eselon 11 ke bawah di lingkungan
instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang
atasan langsungnya Pejabat struktural eselon | yang
bukan Pegjabat Pembina Kepegawaian; dan

d. Pegabat struktural eselon Il ke bawah di lingkungan
instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan
unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian.

(2) Hukuman . ..
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(2) Hukuman disiplin yang dapat digukan banding
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasa 32
yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

a. Pgabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4) huruf d dan huruf €; dan

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Pasal 35

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1),
digukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan
dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menghukum.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan
dalam jangka waktu, 14 (empat belas) hari, terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman
disiplin.

Pasal 36

(1) Pegabat yang berwenang menghukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus memberikan
tanggapan atas keberatan yang digukan oleh PNS yang
bersangkutan.

(2) Tanggapan. ..
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(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada atasan Pegjabat yang
berwenang menghukum, dalam jangka waktu
6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.

(3) Atasan pgabat yang berwenang menghukum wajib
mengambil keputusan atas keberatan yang digjukan oleh
PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu
21 (dua puluh satu) hari kerjaterhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima surat keberatan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) pgabat yang berwenang menghukum tidak
memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan
pegabat yang berwenang menghukum mengambil
keputusan berdasarkan data yang ada.

(5) Atasan pgabat yang berwenang menghukum dapat
memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat
yang berwenang menghukum, PNS vyang dijatuhi
hukuman disiplin, dan/atau , pihak. . lain yang dianggap
perlu.

Pasal 37

(1) Atasan Pgabat yang berwenang menghukum dapat
memperkuat, memperingan, memperberat, atau
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh
pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang
berwenang menghukum.

(3) Keputusan . . .
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(3) Keputusan Atasan Pegjabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan
mengikat.

(4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja
Atasan Pgabat yang berwenang menghukum tidak
mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan
pegjabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.

Pasal 38

(1) PNS yang dijatuni hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan
banding administratif kepada Badan Pertimbangan
K epegawaian.

(2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih
lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Badan Pertimbangan K epegawaian.

Pasal 39

(1) .. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman-disiplin:

a./ 'mengaukan banding administratif
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya
tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap
melaksanakan tugas,

b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran ggjinya
dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sgak
hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin
diterima.

(2) Penentuan. ..
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(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi
kewenangan Pegjabat Pembina Kepegawaian dengan
mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Pasal 40
(1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas
upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai

PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada
keputusan atas:

a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman
disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya
berdasarkan = ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

b. banding administratif, dihentikan pembayaran
gajinya sampa dengan ditetapkannya keputusan
banding administratif.

(3)  Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia, diberhentikan

dengan hormat dan diberikan hak- hak kepegawaiannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat
yang berwenang menghukum atau banding administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak
diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan ggji berkala
sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila. ..
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(2) Apabila keputusan pegjabat yang berwenang menghukum
dibatalkan maka PNS yang bersangkutan dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan ggji
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 42

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga
melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya
administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 43

Hukuman disiplin yang dijatunkan oleh:
a. Presiden;

Pgjabat Pembina Kepegawaian untuk  jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;

c. Gubernur . . .
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c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf b dan huruf c;

d. KepalaPerwakilan Republik Indonesia; dan

e. Pgabat yang berwenang menghukum untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2),

mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 44

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila tidak
digukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15
(lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.

(2) Hukuman disiplin yang dijatunkan oleh pegjabat selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila digjukan
keberatan maka mulal berlaku padatanggal ditetapkannya
keputusan atas keberatan.

Pasal 45

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pegjabat Pembina
Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah
untuk jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak
digjukan banding administratif maka mulai berlaku pada
hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin
diterima.

(2) Hukuman . ..
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(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pegjabat Pembina
Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah
untuk jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila
digukan banding administratif maka mulai berlaku pada
tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif.

Pasal 46

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada
waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin  maka
hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sgjak
tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan
hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Pendokumentasian K eputusan Hukuman Disiplin

Pasal 47

(1) Keputusan hukuman disiplin wajib
didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di
instansi yang bersangkutan.

(2) Dokumen keputusan hukuman disiplin  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu
bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang
bersangkutan.

BAB VI ...
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani
oleh PN'S yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

(2) Keberatan yang digjukan kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum atau banding administratif kepada
Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin PNS beserta peraturan pel aksanaannya.

(3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilakukan
pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses
selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini.

(4) - Apabila terjadi- pelanggaran disiplin-sebelum berlakunya
Peraturan  Pemerintan _ini dan _belum dilakukan
pemeriksaan maka berlaku, ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih
lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 50 . ..
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Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar. ..

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -
Agar setigp  orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal .6 Juni 2010....... PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 6 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

PATRIALISAKBAR

LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA"TAHUN 2010 NOMOR 74

Salinan sesual dengan aslinya SEKRETARIAT
NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesgjahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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LAMPIRAN 2.

TERJEMAHAN AL-QUR’AN

BAB 11
Hal. Nomor Ayat Al-Qur’an Terjemahan Ayat
Footnote
33 22 QS. An-Naml: 48 Dan adalah di kota itu
sembilan orang laki-laki yang
membuat kerusskan di muka
bumi  dan mereka tidak
berbuat kebaikan.
BAB IV
67 43 QS. At-Taubah: 105 Dan Katakanlah: "Bekerjalah

kamu, maka Allah dan Rasul-
Nya serta orang-orang
mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu
akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Mengetahui
akan yang ghaib dan yang
nyata, : lalu diberitakan-Nya
kepada kamu apa yang telah

kamu kerjakan.
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LAMPIRAN 4.

Gambaran Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (disdukcapil) Kabupaten Garut ini?

2. Bagaimana ketentuan jam kerja pada Disdukcapil Kabupaten Garut ini?

3. Jenis absen apa yang digunakan pada Disdukcapil ini?

4. Bagaimanaketentuan izin pegawal pada Disdukcapil ini?

5. Pelanggaran apa sgja yang dilakukan para pegawai di Disdukcapil ini?

6. Sanks apa yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan para pegawai
di Disdukcapil ini?

7. Apasgatugas pokok PNS di Disdukcapil ini?

8. Tindakan apa yang diambil oleh Disdukcapil dalamn menangani
pegawainya yang tidak menjalankan tugasnyadengan baik?

9. Bagaimana upaya pembinaan disiplin yang dilakukan oleh Disdukcapil ini

kepada para PNS?
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LAMPIRAN 5.

Data Pribadi

Nama

Tempat, tanggal lahir
Jenis Kelamin
Agama

Orang Tua

Alamat asal

Alamat di Y ogyakarta

Email

CURRICULUM VITAE

: AdaliyaBilqgis Tiya

: Padang Panjang, 01 November 1996

. Perempuan

> Islam

: Ayah : Drs. H. Komar, SH
Ibu :Hj.N. Ani Andriani, S.Pd. Ing

: Perumahan Bumi Asri TN C.37, Kel.
Jayawaras, Kec. Tarogong Kidul, Kab.
Garut, Jawa Barat.

. Janti, Gang Johar, RT 06 RW 03 No.
229, Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab.
Sleman, DI Y ogyakarta.

- adaliyabilgis.96@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

1. Pendidikan Formal
2002 - 2008
2008 - 2011
2011 - 2014
2014 - sekarang

-'SDN Sukagalih'5

: MTsN 1 Garut

: MAN Darussalam Ciamis

- UIN Sunan Kalijaga'Y ogyakarta

Demikian Curiculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

AdaliyaBilgis Tiya
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